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BAB I

PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. Pengertian Pernikahan

Menurut pengertian sebagian fugaha perkawinan;ialah

.MW}T @5}3\ 3TC&J\M 9&5"3 i) oyian dis

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kefien hubungan
kelamin dengan lafadz nikah ataziwaj atau yang semakna
keduanya.

Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu sa@ yakni kebolehan
hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki @iersgorang wanita yang
semula dilarang kemudian diperbolehkan.

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan bahwa Nikah dteuaj ialah:

dds Loy Boi> o LogdST o Jongg Lagiglag 81,ally Sl o 8l o Ay s

2.&\.,.?\3 Ry
Artinya: “ Agad yang memberikan faedah hukum kebolehan ndaigm
hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria damitevadan
mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak ba
pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masingifigaya”.

Pengertian dari Abu Israh dapat dipahami bahwa gvéran

mengandung aspek akibat hukum melangsungkan peraawalah saling

mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadpk&rgaulan yang

dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan tetukgselaksanaan agama,

! Departemen Agamdlmu Figh II, Jakarta: Proyeksi Pembinaan Prasarana dan Sarana
Perguruan Tinggi Agama/lAIN dan Direktorat JenddPeimbinaan Kelembagaan Agama Islam,
1985, him. 48.

Z1bid. him. 49.
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maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksudjmaeapkan keridlaan
Allah Swit.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa makna haqigirdeah adalah
wath’i dan agad yang merupakan makna majazinyaarg@pdSyafiiyah
menyatakan bahwa nikah berarti agad secara hagigiwhth’i dalam arti

majazi® Pendapat golongan ini berdasarkan pada firmarh/Alat.:

BXO72R9000D & +00 vONGAGYE v ROSO
B IO QER a0 OGOV EIP0O M@ I @ONWX

RITHE L EIR RO v C TS
ITOE e 8 QAP o BONY N @ o S
PQRee B HAACE VOO0 HEORED e
B -0 O D+ o o0 ENEL R Y

SOERHEY 68 2000 CORQNEOeswo
S-@0%2 @O BEY w0 £ ARG OEO2 OO
S BX-AAWARD ¢ & -«

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku aerhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengayapirMaka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangiua, tiga atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapatake adil,
Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budaky y@mu miliki.
yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidaetbbat aniaya.”
(An Nisa’: 3}

Dan hadis Nabi Muhammad Saw.:

o ol5)) eSS S 1Sl g ke 1 Lo it Jgy JB 1B a0

(e

Artinya: “ Dari Abu Hurairah berkata: Rasullulah Saw. bersatavinlah
kalian karena aku akan membanggakan jumlah kafian”.

8 Abdurrahman Al-JaziriAl-figh ala Mazhabil ArbaahJuz 1V, Beirut: Dar al-Kutub al-
IImiah, 1990, him. 5.

* Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Pentafsir Al-qur'an, 1971, him. 115.

5 lbnu Majah,Sunan Ibnu MajahJuz I, Beirut: Dar al-fikr, t. th., him. 599.
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Menurut Zakiah Daradjat dkk., pernikahan adalahtiswekad atau
perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antiki-laki dan
perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagian Hiedgeluarga yang
diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengean yang diridhai Allah
Swt?

Musdah mendefinisikan perkawinan adalah sebuah atead kontrak
yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki-ddn perempuan yang
masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasatkaum yang berlaku
atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pimak membentuk
keluargad’

Dalam pasal 1 Bab 1 Undang-undang No. 1 tahun $8ii¢ disahkan
tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; “Perkawinarhiédatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suaemi dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiakd&al berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Es&".

Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1 Tahun 1991) nefirdsikan
perkawinan dalam pasal 2, disebutkan bahwa; “ Rénea menurut hukum
Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangdtataamitsaqan ghalidzan

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanngeupakan ibadah”.

® Departemen Agamap. cit him.38.

" Siti Musdah Mulia,Muslimah Reformis:Perempuan Pembaru Keagam&amdung:
PT. Mizan Pusaka, 2005, him. 55.

8 Departemen Agama RBahan Penyuluhan Hukum: UU No. 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, UU No. 1 tahun 1974 tentang Peikaw, dan Inpres No.1 tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum IslamJakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembadegama Islam,
2001, him.117.
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Ungkapan akad yang sangat kuatitsagan galidzandalam KHI
merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahin’bgang terdapat dalam
rumusan Undang-undang Perkawinan (UUP) yang mengandrti bahwa
akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian pensjfat keperdataah.

Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melakkannya
merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkdpardasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UUP. Hal ini lebiénjelaskan bahwa
perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiva @gean oleh karena itu
orang yang melaksanakannya telah melakukan perbijxadatf.o

Tegasnya, perkawinan ialah suatu akad atau pemikatatuk
menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki geyempuan dalam
rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluargag yditiputi rasa
ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yaaigidhllah Swit.

Adapun pengertian perkawinan antar agama yang dskam oleh
Rusli dan R. Tama yang dikutip oleh Wasman, perkawiantar agama
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria éanasig wanita yang berbeda
agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturanbgfeagnan mengenai
syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkaveesmai dengan hukum
agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk memnib&atuarga bahagia

dan kekal bedasarkan ke Tuhanan Yang Mahd'Esa.

® Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fighridkahat dan
UU Perkawinan Jakarta: Prenada Media, 2007, him. 40.
10 i
Ibid.
11 wasman dan Wardah Nuroniyathlukum Perkawinan Islam di Indonesia:
Perbandingan Figih dan Hukum Positifpgyakarta: Teras, 2011, him.297.



19

B. Nikah Beda Agama dalam Hukum Positif Di Indonesia

Nikah beda agama sebelum tahun #&datur dalam sebuah regulasi
tentang perkawinan campuran yang dikeluarkan olemepintah Belanda
yang disebuRegeling op de Gemengde Huwelijkgang pada intinya apabila
terjadi perkawinan antar golongan penduduk yandpdmr maka berlakulah
regulasi ini dengan menekankan pada pemberlaku&unhudari status
golongan penduduk pihak suami.

Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah tentang perkawaaanpuran/
Gemengde Huwelijk Reglemegi@HR) menyatakan bahwa yang dinamakan
perkawinan campuran ialah perkawinan antara oraaggoyang di Indonesia
tunduk kepada hukum yang berlaiffd®erumusan ini kurang jelas. Apakah
yang dimaksud dengan tunduk pada hukum yang banaitu? Apakah
berbeda hukum karena berbeda golongan pendudu&teia karena berbeda

agamanya ataukah asal daerahnya.

2 Sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinalakeisecara efektif pada tanggal
1 Oktober 1975, di Indonesia berlaku berbagai huperkawinan bagi berbagai golongan warga
negara dan berbagai daerah seperti berikut:
(a.) bagi orang-orang Indonesia asli yang beragésieen berlaku hukum agama yang telah
diresipir dalam hukum adat; (b.) bagi orang-oramdphesia asli lainnya berlaku hukum adat; (c.)
bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama éfriberlakuHuwelijks Ordonantie Christen
Indonesia(S. 1933 Nomor 74); (d.) bagi orang Timur Asingh&idan warga negara Indonesia
keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitadug-undang Hukum Perdata dengan sedikit
perubahan; (e.) bagi orang Timur Asing lainnya darga negara Indonesia keturunan Timur
Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat merekd;) (bagi orang-orang Eropa dan warga
negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamdds@agan mereka berlaku Kitab Undang-
undang Hukum Perdata.

13 Soedijito TjokrowisastroPedoman Penyelenggaraan Catatan Sigiakarta: Bina
Aksara, 1985, him. 209.
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Sudargo Gautama mengungkapkan bahwa ada tiga mErdan
mengenai penafsiran pasal terselpettama beranggapan bahwa perkawinan
campuran antar agama maupun antar tempat termé#saah GHRkedua-
beranggapan bahwa perkawinan antar agama dantempat tidak termasuk
dibawah GHR, dan pendapat yargtiga beranggapan bahwa hanya
perkawinan antar agama yang termasuk dalam GHRnhgkdn perkawinan
antar tempat tidak!

Sudargo Gautama menyatakan bahwa pendapat yamgnaéah yang
mendapat banyak dukungan dan dianut oleh sebagigana hukum®’
Dengan demikian dalam peraturan perundang-undanigam (GHR)
perkawinan antar agama termasuk perkawinan campuran

Dengan berlakunya UUP No. 1 tahun 1974, sepersebert dalam
pasal 66 UUP, semua ketentuan-ketentuan perkawemdahulu seperti Kitab
Undang-undang Hukum PerdgBurgelijk Wetboek)QOrdonansi Perkawinan
Indonesia Krister{ Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1988
74), serta peraturan perkawinan lainnya sepanjang thé&br dalam Undang-
undang tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi.

UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatuaraetegas
tentang perkawinan campuran dan sekaligus tentahgya perkawinan.
Sebagai produk hukum suatu negara, maka UU inigemel istilah warga

negara Indonesia dan warga negara Asing. Berdasangkerbedaan

14 Sudargo Gautam#&ukum Antar Golonggnlakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1985,
him. 130.
15 |bid, him. 131.
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kewarganegaraan inilah rumusan perkawinan campdiraonculkan. Pasal
57 menegaskan:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam ndnda

Undang ini adalah perkawinan antara dua orang ydinimdonesia

tunduk pada hukum vyang berlainan, karena perbedaan

kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganadad@mesia™®

Mengacu pada pasal 57 tersebut secara jelas duayatzahwa satu-
satunya terminologi yang memunculkan rumusan péri@aw campuran
adalah karena adanya perbedaan kewarganegaraaang®ed berkaitan
dengan sahnya perkawinan, maka UU ini secara tpgés menyatakan
sebagai wilayah agama, atau dengan kata lain sapesgikewinan adalah
menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Kenyataan tersebut telah menimbulkan kerancauag yaendasar,
karena ketika sebelum UU No. 1 tahun 1974 adanykapgnan beda agama
masih dapat diadopsi melalui peraturan perkawinamptran, maka
berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 sama sekali tigalaskan.

M. Daud Ali, S. H. (1993: 128-130) Mengemukakanhwa di
kalangan para ahli hukum dijumpai adanya tiga pakang berbeda dalam
memandang Undang-undang Perkawinan bila dihubungkdangan
perkawinan beda agama.

Paham (1) berpendapat bahwa perkawinan antara-orang yang

berbeda agama dapat dilangsungkan sebagai pelakshda# asasi manusia

dan kebebasan untuk menentukan pasangannya. Dak pelaksanaannya

16 Departemen Agama Rbp. cit.him. 128.

7 Muhammad Amin SummaHukum Keluarga Islam di Dunia Islagmlakarta: Raja
Grafindo Persada, 2005, him. 190. Lihat juga Zadlwd\li, Hukum Perdata Islam di Indonesia
Jakarta: Sinar Grafika, 2007, him. 101
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dilakukan menurut tatacara yang diatur dalam pésaératuran perkawinan
campuran (GHR).

Paham (2) berpendapat bahwa perkawinan beda agama sekali
tidak diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 19Teh &arena itu dengan
merujuk pasal 66 UUP No. 1/1974 mereka menganggapngang UU ini
belum mengaturnya, maka peraturan-peraturan lapet déberlakukan.

Paham (3) berpendapat bahwa perkawinan antar agamapakan
pelanggaran terhadap UU No. 1 tahun 1974 pasaaR(ay dan pasal 8 huruf
(f) berbunyi,’ mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau perataia
yang berlaku, dilarang kawin'®

Menurut penulis pendapat ketigalah yang paling Bipahami, karena
larangan yang tercantum dalam undang-undang seld@agan larangan
agama dan hukum masing-masing agama. Oleh karern@embenaran dan
pengesahan perkawinan antara orang-orang yang daerbgama, selain
bertentangan dengan hukum agama, sesungguhnyathegan pula dengan
Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi segevexganegara dan
penduduk Indonesia.

. Pendapat Para Ulama tentang Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama ini menyangkut perkawinaraantang yang
beragama Islam (laki-laki/perempuan) dengan orargyybukan Islam (laki-
laki/perempuan). Mengenai masalah ini pendapat plaraa pada prinsipnya

dapat dibagi menjadi tiga, sebagai berikut:

18 Soedijito Tjokrowisastrapp. cit him. 10.
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1. Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengEempuan musyrik;
2. Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengarempuanahlul
kitab;
3. Perkawinan antara seorang perempuan muslimatjadelaki-laki non-
muslim.
Pertama; perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan
perempuan musyrik. Islam melarang perkawinan ansa@rang laki-laki
muslim dengan perempuan musyrik dan semua ulamakaepgentang

pelarangan ini, berdasarkan firman Allah Swt. daumat Al-Bagarah: 221
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Artinya; “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanitausyrik, sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang imu&bih
baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik imati dan
janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (@enganita-
wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhmydak
yang mu’'min lebih baik dari orang musyrik, walaupdia menarik
hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allahgajak ke
surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah megkean ayat-
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ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusieaygaipmereka
mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Bagarah: 23%).

Hanya di kalangan ulama timbul beberapa pendapdarig siapa
musyrikah (wanita musyrik) yang haram dikawini itveenurut, Maulana
Muhammad Ali bahwamusyrikah yang dilarang untuk dikawini ialah
musyrikah bangsa Arab saja, sedangkan perkawinagadepenganut agama
lain di dunia diperbolehkan karena menurutnya peagagama lain di dunia
seperti Kristen, Yahudi, Majusi, Konfusius, TaonHii, dan Budha, mereka
termasuk golongaahlul kitah?°

Jumhur ulama berpendapat, bahwa semua musyrikldaeigsa Arab
atau non-Arab, selaiahlul kital yakni Yahudi (Yudaisme) dan Kristen tidak
boleh dikawini** Menurut pendapat ini bahwa wanita yang bukan Iskan
bukan pula Yahudi/Kristen tidak boleh dikawini olphia Muslim, apa pun
agama atau pun Kkepercayaannya, seperti Budha, Himdhnghucu,
Majusi/Zoroaster, karena pemeluk agama selain |daisten, dan Yahudi itu
termasuk kategoiMusyrikah

Kedua; perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dengan
perempuanahlul kitah Kebanyakan ulama berpendapat bahwa laki-laki
muslim diperbolehkan kawin dengan perempuadntul kitab (Yahudi atau

Kristen), berdasarkan firman Allah Swt. dalam Sub&maidah: 5

9 Depag RI.pp.cit him. 53-54.

20 Maulana Muhammad AliThe Religion of Islam “A Comprehensive Discussibiftoe
Sources Principles and Practices of IslaniNew York: National Publication & Printing House,
him. 614-615. Pendapat ini juga sama dengan pehdagaMuhammad Abduh dan Rasyid Ridha,
lihat Rasyid RidhaTafsir al-Manar, Juz VI, Kairo: Darul Manar, 1367 H., him. 193.

1 Masjfuk Zuhdi,Masail Fighiyah: Kapita Selekta Hukum Isladakarta: Haji Masagung,
1994, him. 5.
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Artinya; “Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baikik. makanan
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab ialdht bagimu, dan
makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dikaal
mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantaeenita-
wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjed@rmatan
di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebekamu, bila kamu
Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud atenya,
tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) mémadya
gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah l@rinfTidak
menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amaladayaa di
hari kiamat termasuk orang-orang meru¢®.S. Al-Ma’idah: 5)*2

Namun demikian, ada sebagain ulama yang melarankawwiman
antara seorang Muslim dengan wanita Kristen atdwdaseperti Umar Ibn
Khattab dan Abdullah Ibn Umar, karena pada hakifatioktrin dan praktek
ibadah Kristen dan Yahudi mengandung unsur syidkgy cukup jelas,

misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Isa g&ibdiuhan padahal Isa

22 Depag RI.op.cit. him. 158.
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adalah Nabi sekaligus hamba Allah Swt. yang diunisk mengajak umatnya
kepada jalan kebenaréh.

Ketiga; Perkawinan antara seorang perempuan muslimah udakja
laki non-Muslim. Perempuan muslimah tidak boleh ikeim dengan seorang
laki-laki yang bukan muslim, seandainya seorangriishasuk Islam sedang
suaminya masih dalam keadaan belum masuk agama Isiaka suami
tersebut wajib diceraikaft.

Ulama telah sepakat, bahwa Islam melarang perlawiantara
seorang perempuan muslimah dengan laki-laki nordimusbaik calon
suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempukitgd suci, seperti
Kristen dan Yahudi, ataupun pemeluk agama yang raeyg kitab serupa
kitab suci, seperti Budhisme, Hinduisme, maupun giekn agama atau
kepercayaan yang tidak punya kitab suci dan jugabkyang serupa kitab
suci®

Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri berkata “Tidak halalgbamuslimah
menikah dengan orang kafir secara mutlak, baik Alkitab atau pun
bukan”?® hal ini berdasarkan firman Allah Swt. pada surkBAgarah ayat

221 dan surat Al-mumtahanah ayat 10.
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23 Masjfuk Zuhdi,loc.cit.

24 Umar HubeisFatawa Surabaya: Pustaka Progresif, 1975, him. 40.

5 Masijfuk Zuhdi,op. cit him. 6.

26 Abu Bakr Jabir al Jaza'irMinhaj al-Muslim Beirut: Dar asy-Syurug, 1989, him. 563.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang arhikepadamu
perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklatu kai
(keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentaregminan
mereka;maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mefle&aar-
benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan neeiedpada
(suami-suami mereka) orang-orang kafir. merekaatibdlal bagi
orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itudaahalal pula bagi
mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mere&har yang
Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengameneka
apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. daarjkigkamu
tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan [per@m
perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahag yBelah
kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar Yahah
mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetap¥ya di
antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi MahakBana.”
(Q.S. Al-Mumtahanah: 18}

Khalifah Umar melarang perkawinan antara perempoasslimah

dengaraki-laki non-muslim, Umar berpesan:
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2" Depag R/ op. cit him. 924.
% |mam Muhammad lbn Ali Ibn Muhammad Asy-SyaukaRathu Al-Qadir Juz I
Beirut: Dar Al-Kutub Al-limiyah, 1993, him. 20.
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Artinya; “Seorang muslim boleh menikahi perempuasidni, tetapi laki-laki
Nasrani tidak boleh menikahi perempuan muslimah.”

Adapun hikmah dilarangnya perkawinan antara seoveangta Islam
dengan pria Kristen/Yahudi, karena dikhawatirkan nitza Islam itu
kehilangan kebebasan beragama dalam menjalankaan-agmran agama

Islam dan kemudian akan terseret kepada agamarsggami



